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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Warga suku-suku yang akan melangsungkan perkawinan adat disyaratkan bahwa sebelum melaksanakan

perkawinan maka kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang atau lebih dari kerabat suku calon

mempelai laki-laki terhadap kerabat suku calon mempelai wanita harus dihapuskan terlebih dahulu.

Penelitian ini mengacu pada teori Sally Falk Moore mengenai arena sosial yang bersifat semi otonom.

Kemudian mengacu pada teori John Griffiths mengenai pluralisme hukum. Selanjutnya mengacu pada teori

Laura Nader dan H. F. Todd. Jr. mengenai bagaimana sengketa-sengketa diselesaikan. Untuk menjelaskan

pengertian hukum mengacu pada konsep Leopold Pospisil mengenai 4 atribut hukum.

<br><br>

Dalam penelitian ini telah diperoleh hasil yang mencakup 3 pokok, yaitu:

<br><br>

Pertama, masyarakat Enggano yang terdiri dari kelompok-kelompok suku memiliki semacam otonomi yang

diakui dan bersifat terbatas (semi-otonom), yang mana mereka memiliki aturan-aturan hukum adat sendiri

yang mengatur semua lapangan kehidupan. Aturan-aturan hukum adat itu dipertahankan berlakunya sampai

saat ini.

<br><br>

Kedua, strategi penyelesaian sengketa bahwa pihak yang dianggap bersalah harus berusaha untuk

menyelesaikan kesalahannya melalui perdamaian adat (yahauwa). Jika pihak yang dianggap bersalah

membiarkan sengketa itu berlarut-larut, maka pihak yang merasa dirugikan akan mendiamkan saja. Pada

suatu saat pihak yang merasa dirugikan akan mengungkap kembali kesalahan itu, yaitu ketika seorang

bujang dari kerabat suku pihak yang dianggap bersalah akan melamar resmi (pahkuku' akh) seorang gadis

dari kerabat suku pihak yang merasa dirugikan, yang mana perdamaian adatnya dijadikan syarat pelamaran

resmi oleh kerabat suku gadis.

<br><br>

Ketiga, aturan-aturan hukum perkawinan adat memeliki kekuatan-kekuatan berlaku dalam masyarakat

Enggano yang bersifat semi otonom itu.
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